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ABSTRAK 

 

Muhamad Fiqri Ramdhani. 201810115035. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan 

Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 

24 Tahun 2009. 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan khususnya pada Pasal 31 ayat (1) telah 

menegaskan kata “Wajib” menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap 

Perjanjian. Selama ini para pihak di dalam membuat suatu Perjanjian merujuk 

pada ketentuan Asas-Asas Hukum Kontrak. Sehingga timbul perdebatan diantara 

para advokat dan praktisi hukum terkait Keabsahan Perjanjian yang dibuat dengan 

menggunakan Bahasa Asing. Pasca berlakunya Pasal 31 menyebabkan perjanjian 

yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing kekuatan hukumnya menjadi 

lemah, puncaknya adalah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang mengabulkan gugatan penggugat karena 

Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing tersebut dinyatakan 

Batal Demi Hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut 

terkait Keabsahan Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing 

ditinjau dari UU No. 24/2009 serta berdasarkan Asas-Asas Hukum Kontrak. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana Keabsahan 

serta apa Akibat Hukum dari suatu Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan 

Bahasa Asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia. Untuk meneliti hal ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan 

yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.  

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian yang dibuat dengan Bahasa 

Asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) 

UU No. 24/2009. Sehingga perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak 

memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, tepatnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang 

suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUH Perdata menetapkan sebab-sebab apa 

saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam membuat suatu Perjanjian, 

yang salah satunya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, yang artinya 

perjanjian tidak boleh melanggar kaedah yang diatur oleh undang-undang, 

walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak. Apabila perjanjian itu dibuat 

dengan objek/benda yang sebab ataupun asal muasalnya bertentangan dengan 

undang-undang, maka perjanjian tersebut ada pada kondisi Tidak Sah dan 

berakibat Batal Demi Hukum, yang kemudian maksud daripada Batal Demi 

Hukum tersebut yaitu kembali pada kondisi semula atau dianggap sama sekali 

tidak pernah terjadi suatu perjanjian karena telah melanggar syarat objektif yaitu 

“sebab yang halal”. 

Kata Kunci: Perjanjian, Keabsahan, Bahasa Asing, Batal Demi Hukum. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Fiqri Ramdhani. 201810115035. Juridical Review of the Validity 

of Agreements Using Foreign Languages in Indonesia Based on Law No. 24 of 

2009. 

 Law Number 24 Year 2009 concerning the Flag, Language and State 

Emblem, and National Anthem, especially in Article 31 paragraph (1) has 

emphasized the word "Mandatory" to use the Indonesian language in every 

Agreement. So far, the parties in making an agreement refer to the provisions of 

the Contract Law Principles. So that there is a debate between advocates and 

legal practitioners regarding the validity of agreements made using foreign 

languages. After the entry into force of Article 31, the legal force of agreements 

made using foreign languages became weak, the culmination of which was the 

decision from the West Jakarta District Court Number 

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar which granted the plaintiff's claim because the 

agreement was made using The foreign language is declared null and void by law. 

Therefore, it is necessary to conduct further studies regarding the validity of 

agreements made using foreign languages in terms of Law no. 24/2009 and based 

on the Principles of Contract Law. 

 This research was conducted to find out about the validity and legal 

consequences of an agreement made using a foreign language without an 

Indonesian translation. To examine this, the author uses a normative juridical 

legal research method and uses a statutory approach with reference to the 

applicable rules and applications carried out by law enforcement officials. 

Based on the results of the research that the agreement made in a foreign 

language without an Indonesian translation is contrary to Article 31 paragraphs 

(1) and (2) of Law no. 24/2009. So that the agreement that has been made by the 

parties does not meet the 4th (fourth) requirements for the validity of an 

agreement in Article 1320 of the Civil Code, specifically regarding the objective 

requirements of an agreement, namely about a lawful cause. Article 1337 of the 

Civil Code stipulates any causes that are prohibited or not allowed in making an 

agreement, one of which is a cause that is prohibited by law, which means that the 

agreement may not violate the rules regulated by law, even though there is a 

principle of freedom. contracted. If the agreement is made with an object/object 

whose cause or origin is contrary to the law, then the agreement is in an invalid 

condition and results in void by law, which then means void by law, which is to 

return to its original condition or be considered completely there has never been 

an agreement because it has violated the objective conditions, namely "lawful 

causes". 

Keywords: Agreement, Validity, Foreign Language, Canceled By Law. 
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